
1. Undang Undarig Nomor 16 Tahun 1950 ten.tang 
Pembentukan Dae.rah-daerah Kata Besar dalam Lingkungan 
Propinai .Iawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Tstimewa Yogyakarta; 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5,. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); ~ 

a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kota 
.Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengelolaan Barang 
Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan invcntariaasi 
Barang Milik Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima 
tahun; 

b. bahwa yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu 
sekurang-kurangnya sekali dalam lima tab un adalah Sensus 
Barang; · 

c. · bahwa sebagai pedornan dalam pelaksanaan Sensus Barang 
sebagaimana. dirnaksnrd huruf b, maka diperlukan pedoman 
teknis pelaksanaannya; 

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka 
perlu membentuk Peraturan W alikota Semarang ten tang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Tahun 
2013. 

DENGAN RAHMAT TTJI--IAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA SEMARANG, 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS 
BARANG DAERAH TAHUN 2013 

TENT ANG 

PERATURAN WALTKOTA SEMARANO 
NOMOR '-4 B lA+lltH cio l} 
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' 
/ 
I,. -1-t 3 

Mengingat 

Menimbang 

\ ' .}.,.· 

. ~ /t . . ' 



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1 . Daerah adalah Kota Semarang; 
2. Pcmerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintah Daerah: f- 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH TAHUN 2013. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pem.erintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Ta.hun 2004 Nomor l 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah dcngan 
Undang - Undang Nornor 12 Tahun 2008 rentang Perubahan 
kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daorah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, 'I'ambahan Lernbaran Negara Republik 
Indoneaia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pcmcrintah Nomor 16 Tahun 19'/6 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 'rahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 ten tang 
Pembentukan Kec.amatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten 
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Darang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855}; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 17 'fAhnt'l ?.007 tentJ:Irte, 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E). 



, 

( l) Kepala SKPD berkewajiban melaksanakan dan mensukseskan kegiatan 
Sensus Barang Milik Daerah. 

(2) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) meliputi seluruh barang milik daerah Kota Semarang, Barang Milik 
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang dikuasai secara fisik oleh Pemerintah 
Kota Semarang dan Barang Milik Negara yang dikuasai secara fisik oleh 
Pemerintah Kota Semarang. 

(3) Prosedur pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (2) sebagairnana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota inl. f-. 

Pasal 4 

BAB III 
PROSEDURPELAKSANAAN 

Pasal 3 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Serisus Barang Daerah bertujuan untuk 
meningkatkan tertih administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk 
mendapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. 

Pecloma.n Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah dimaksudkan sebagai 
pedoman pada SKPD dalam Pelaksanaan Sensus Bara.ng Daerah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

3. Walikota adalah Walikota Semarang; 
4. Satu.an Kerja Perangkat Daerah Kata Semarang yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Perangkat Daerah Kots, Semarang selaku Pengguna Barang; 

5, Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat BUMD 
adalah Badan Usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari 
Pemerintah Kota Semarang selaku Pengguna Barang; 

6. Barang rnllik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan 
lairmya yang sah. 

7. Sensus Barang Dacrah adalab sensu s barang daerah Pemerintah Kota 
Semarang Tahun 2013 .. 

Pasal 2 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 

Diundangkan di Semar,ang 
pada tanggal ~ 11'~""' \. '3.1l 17 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

ADl'f'~O 

" 
HENDRAR PRIHADI ~ r 

Ditetapkan di Semararl~ 
pad a tanggal o. ,(\y ~t\ 'g-·IJ f "} 

, Plt. WALIKOTA SEMARANG 
\ WAKIL WALIKOTA 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang 

Pasal 5 

BABlV 
KETENTUAN PENUTUP 

1' 

\ 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR iLf f?, . 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

fll}jft 
ADITRIHANANTO 

Diundangkan di Semarap.g 
pada tanggal 2 A-q' ~\ ~ J ?, 

Ditetapkari di Semarang 
pada tanggal J Af tt{ ( ').() J ~ 

Plt. WALIKOTA SEMARANG 
WAKIL WALIKOTA 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetnhutuya, m~n,e,·intnhku.n pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang 

Pasal 5 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

1' 
I' ' 

HENDRAR PRTHADT 



I. PENDAHULUAN 
A. Maksud dan Tujuan 

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Miiik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 
Negerl Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Barang Mlllk 
Daereh. Pemerintah Kota Semerang memandang penting untuk dilaksanakennya 
Sensua Barang Daerah guna mendepatksn data barang milik daerah yang benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat (up to date). Dalam rangka 
pelaksanaan Sensus Barang Daerah perlu disusun Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Sensus Ba rang Daerah Kota Semarang, sebagai pedoman dan menjadi pegangan 
yang tepat dan jelas bagi para pelaksana Sensus Barang Daerah sehingga hasil 
yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun yang dimaksud dengan Sensus Barang Daerah adalah 
mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang inventaris milik 
Pemerintah Kota Semarang dan 13arang lnventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah serta Barang lnventaris Milik Negara baik yang bsrada di bawah 
pengelolaan Departemen Dalam Negeri maupun Departemen/Lembaga lain yang 
dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Semarang. 

Metod() yang digunakan yaitu dengan cara pencocokan data yang ada dalam 
buku inventaris dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap 
barang-barang yang belum tercatat ke dalam lembar formulir hasil sensus barang 
daerah. Hasil Sensus Barang Daerah pada setiap Unit Pengguna Barang/UP8 
dituangken oaiam formulir hasil sensus b~rang milik daerah yaitu dalam Form KIB 
A, B, C, D, E dan F. Hasil senses tersebut selanjutnya diverifikaai dan divalidaai 
oleh Tim SensusNerifikasi/Penilai Barang Milik Daerah untuk memperoleh data 
yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang seoenarnva. Pencatatan 
hasil sensus barang ke dalam Kartu lnventaris Barang, Kartu lnventaris Ruangan 
dan Buku lnventans serta pembuatan Label kode lokasi dan kode barang. 

Tuiuan yang ingin dicapai dari Sensus Barang Daerah ini adalah untuk 
memperolen data kekayaan Pemerintah Kota Semarang per 31 Deaember 2012 
dan mencatst mutaai aset yang terjadi pada tahun 2013 sampai dengan 
pelaksanaan · sensus. DEmgan demikian hasil sensus diharapkan dapat 
memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 
penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamarian dan pemeliharaan, 
penilaian, penqhapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANMN SENSUS BARANG DAERAH 

TAHUN 2013 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 
TENT ANG 
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
SENSUS BARANG DAERAH TAHUN 2013 

c <' 



D. JadwalPe~ks~naan: 

Agar sensus Barang Daerah dilaksanakan tepat waktu olen seluruh Satuan 
Kerla Perangkat Daerah, maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan 
secara global sebagai berikut : 
1. Persiapan, bulan Maret 2013. i 
2. Sosialisasi/Pembekalan bagi Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Tim 

Pelaksana Sensus bulan Mei 2013. 
3. Penyampaian Form isian sensus, yaitu Form Kartu lnventaris Barang A, 8, C, 

D, E, F. Kartu lnventaris Ruangan dan Buku lnventaris, bulan Mei 2013. 
{i 

a:- ..., r 
\ 

C. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Tahun 2013 dilaksanakan oleh 
Pengelola, Penggun.i/ Kuas• Pengguna Barang Dau,rah Milik Pemerintah Kota 
Semarang dan secara teknis pelaksanaan sensus Barang Daerah dilakukan oleh 
Pengurus Barang lnventaris dan Petugas Pelaksana Sensus yang berada pada 
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang yang bersangkutan. Untuk 
kelancaran pelaksanaan kegiatan sensus tersebut di atas dibentuk Tim Pelaksana 
Sensus dengan Keputusan Walikota Semarang. 
Barang yang disensus adalah seluruh barang .. barang inventaris milik/yang dikuasai 
secara fisik oeh Pemerintah Kata Semarang terdiri dari : 
a. Barang MHik Pemerintah Kota Semarang yang berada pada Sc:ituan Kerja 

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang. Sensus Barang Milik Daerah 
dilakukan juga terhadap Baranq lnventaris dalam Gudang lnduk maupun 
Gudang Unit yang belum didistribusikan. 

b. Barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikuasai secara fisik dan 
digunakan oleh Pernerintah Kata Semarang beserta jajarannya. 

c. Barang Milik Negara, dalam artl BaranA Milik Departemen Dalam Negeri dan 
Departemen/Lambaga Lain yang dlkuaeai secara fisik den digunakan olen 
Pemerintah Kota Semarang beserta jajarannye. 

d. 8arang Milik Pemerintah Kata Semarang yang dimanfaatkan oleh Sadan 
Usaha Milik Daerah (BUMD). instansi vertikal. lembaga pemerintah/swasta di 
luar jajaran Pemerintah Kota Semarang. 

Berdaaarxan data yang diperoleh dari Hasll Sensus Barang Daerah 
dimaksudkan di atas, Pemerintah Kota Semarang membuat Buku lnduk lnventaris 
yang meliputl seluruh Barang lnventaris Milik/Dikuasai Pemerintah Kata Semarang 
yang tsrdiri dari : 
>, 8uku lnduk lnventarls. 
~ Buku lnventaris Barang Milik Pemerintah Kota Semarang. 
) Buku lnvantaris Barang Milik Pemerintah Provins! Jawa Tengah yang dikuassl 

secara fisi!< oleh Pemerintah Kota Semarang. 
>- Buku lnventarts Barang Milik Negara yang dikuasai secara fisik oteh 

Pemerintah Kota Semarang. 

8. Azae Sens us Ba rang Dae rah 

Sensus Barang Daerah Tahun 2013 dilaksanakan untuk memperoleh data 
yang lengkap seluruh kekayaan dalam bentuk barang baik Mllik Pemerintah Kota 
Semarangj Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah rnaupun Milik Negara yang 
dikuasai can dimanfa~tkan/digunakan Pemerintah Kota Semarang, dengan 
mernperhatikan : 
1. A:tas Kesera!daman yaitu adanya kesamaen can keseragaman dalam 

metaksanakan Sensus Barang Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Semarang. 

2. Azas Fleksibi'itas yaitu dapat dilaksenakan terhadap seluruh barang dan dapat 
rnenampung semua data barang yang diperlukan serta dapat dilaksanekan 
dengan mudah oleh semua petugas. 

3. Azas Efisiensi yaitu dapat menghamat bahan dan peralatan, waktu, tenaga dan 
biaya yang dlpertukan serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan. 

4. Azas Kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan 
dapat dipergunakan secara berkelanjutan guns merencanakan kebutuhan 
selanjutnya untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah 
secara berencana dan bertahap. 



1. Tim Pelaksana Sensus menyarnpaikan Form Kartu lnventaris Barang A, B, C, 
D, Edan F, Kartu lnventaris Ruangan. Buku lnventaris dan Rekapitulasi Bl ke 
seluruh Petugas Pelaksana Sensus di Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

2. Penqurus Barang dan petugas pelaksana sensus yang ditunjuk pada masing 
masing satuen Kerja Perangkat Daerah, setelah menerima Form KIB A, 6, C, 
D, E dan;,F1 Kartu lnventarls Ruangan, Buku lnventarls dan Rakapitulasi Bl 
segera rnelakukan tahap persiapan dan pelaksanaan Sensus Barang Daerah 
yang meliputi mekanisme dan pelaksanaan, sebagai berikut : 
a. Mekanisme 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data Sensus Barang Daerah 
dimulai dari satuan kerja terendah secara berjenjang. Semua 
pengguna/kuasa penggu na melaksanakan Sensus Barang Daerah 
dengan tahapan dimulai dari Satuan Kerja/Sub Unit terendah sebagai 
berikut: 

8. Tahap Pelaksanaan 

A. Tahap Persiapan 

Da!am tahapan persiapan Sen~us Barang Daerah, Pemerintah Kota 
Semarang dalam hal ini Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah segera 
menyiapkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sensus, 

aarang Milik Daerah Tahun 2013. 
2. Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus 

Barang Daerah. 
3. Surat Edaran Walikota Semarang kepada seluruh Saluan Kerja Perangkat 

Daerah Kota Sc~marang tentang pelaksanaan Sensus Barang Dae rah. 
4. Menyiapkan bahan Sensus Barang Daerah antara lain : 

';i, Form isian sensus BMD yaitu Kartu lnventaris Barang A, 8, C, D, Edan F 
serta format Daftar Usulan Barang Yang Akan Dihapusken; 

» Form Kartu Inventaris : Kartu lnventaris Barang (KIB) dan Kartu lnventaris 
Ruangan (KIR); 

~ Form Buku lnventaris (Bl); 
>" Form Rekapitulasi Bl 
~ Sarana lain yang dapat menunjang pelaksanaan Sensus Barang Daerah. 

5. Pelatihan/pembekalan/sosialisasi bagi para Petugas Pelaksana Sensus Barang 
Daerah. 

II. TAHAPAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah ini digunakan sebagai 
petunjuk teknis bagi para Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tim 
Pelaksana Sensus agar dapat melaksanakan tugas di lapangan dengan baik. 

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dalam Pedoman Teknis ini akan 
diuralkan secara rinci yang rnellputi tahapan perslapan, pelaksanaan, penggunaan 
kode barang dan pengisian torrnu'ir serta pelaporan. 

4. Pelaksanaan sensus Barang Daerah dan Pencocokan KIB, Bl, KIR sesuai 
kondisi fisik sebenarnya oleh Petugas Sensus, bulan Mel s/d Junl 2013 

5. Pengiriman Form Hasil Sensus Barang Daerah dan hasil pencocokan KIB, Bl, 
KIR dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Dinas Penqelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Sernaranq, bulan Juni 2013. 

6. Verifika$i/Penilaian, evaluasi dan monitoring hasil pelaksanaan aenaus BMD 
butan Juli 2013 

7. Proses input data hasil inventarisasi bulan Aqustus 2013. 
8. Verifikasi input data hasll sensus bulan September 2013. 
9. Pencetakan 8uku lnduk lnventaria Barang, KIB, KIR, kode kepemlllkan dan dan 

kode baranq, serta penyampaian laporan Panitia Sensus kepada Walikota, 
Oktober 2013. 

·1 o. Laporan Wallkota kepada GubE~rnur buian Oktober 2013. 

•. \• 



2) Kecamatan. 
Setiap Camat mengisi : 
a) Kartu lnventaris Barang '(KIB). 

- KIB A : Tanah 
.. KIB B : Mesin dan Peralatan 
- KIB C : Gedung dan Bangunan 
- KID D : Jalan, lrigi5.;si dan Jaringan 
- KISE : Aset Tetap Lainnya 
- KIB F: Konstruksi dalam Pengerjaan 

sesuai dengan petunluk pengisian KIB sesual dengan 
. kepemilikannya yaitu: 

KIB Barang Milik Kota, 
- KIB Barang Milik Provinsi yang dlku as al se cara fisik 

oleh Pemerintah Kata Semarang. 
- KIB Barang Mililc Negara yang dikuasai secara fisik 

oleh Pemerintah Kota Semarang. 
Masing-masing ranqkap 2 (dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang 
menurut ruangan masing-masing. 

c) $uku lnventaris barang yang berada di Kecamatan yang 
bersangkutan dalam rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi, 
kemudian menggabungkannya dengan Buku lnventaris dari 
semua Satuan Kerjanya (Kelurahan) menjadi Buku lnventaris 
Kecamatan. 
Dari Buku lnventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya. 
Lembar ke 3 disimpan di Kantor Camat sebagai aralp (Buku 
lnventaris Kecamatan), sedangkan lembar ke 1 s/d 2 
dikirimkan/ disampaikan ke Kota melelui pengelola/ pembantu ~ 
penqelola. ~ 'r I r 

1) Kelurahan 
Setiap Kelurahan mengisi : 
a) Kartu lnventaris Barang (KIB) 
- KIS A : Tanah 
.. Kl8 8 : Mesin dan Peraletan 
• Kl8 C : Gedt.mg dan Bangunan 
- KID D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 
~ KIB E : Aset Tetap Lainnya 
- KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan 

sesual dangan pstunjuk pangisian KIB sasual dengan 
kepernilikannya yaitu : 

- KIB Barang Milik Kota, 
- KIB Barang Milik Provinsi. 
- KIB Barang Milik Negara. 
Masing-masing rangkap 2 (dua) disertai soft copy dalam 
apli kasi excel. 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang 
menurut ruangan masing-masing. 

c) Buku lnventaris Barang mllik daerah yang berada pada 
Kelurahan yang bersangkutan rangkap 4 (empat) dan setelah 
diisi lembar ke-4 dlslrnpan di Kelurahan sebagal arslp (Buku 
mventaris Kelurahan), sedangkan lembar ke-1 s/d 3 
disampaikan/dikirimkan ke Kecamatan. 

d) Buku lnventaris Kelurahan, yakni: 
- Buku lnventaris Barang Milik Kota sebanyak 4 rangkap 
- Buku lnventaris Barang Milik Provinsi yang dikuasai secara 

fisik oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 4 
rangkap. 

- Buku lnventaris Barang Milik Negara yang dikuasei 
secara flsik oleh Pemerintah Kota Semarang 
sebanyak 4 rangkap (kalau ada). 
Masing-maslng dtcatat secara terpisah sesuai pemilikan 
barangnya, kalau ada di Kelurahan tersebut, begitu juga untuk 
KIB clan KIR. 



3) Sekolah Negerl (TKJSD/SLTP/SLB/SMU/SMK). 
Setiap Sekolah Negeri/Unit Pengguna Barang mengisi : 
a) Kartu lnventaris Barang KIB): 

- KIB A : Tanah 
- KIB 8 : Mesin dan Peralatan 
- KIB C : Gedung dan Bangunan 
N KIB D : Jalan. lrigasi dan Jaringan 
- KIB E : Aset Tetap Lainnye 
- KIB F:Konstruksi dalam Pengerjaan 

sesuai dengan petunjuk pengisian KIB sesuai dengan 
kepemilikannya yaitu : 

- Kl8 Barang MHik Kota, 
- KIB Barang Milik Provinsi yang dikuasai secara fisik 

oleh Pernerintah Kota Semarang. 
- KIB Barang Milik Negara yang dikuasai secara fisik 

oleh Pemertntan Kota Semarang. 
Masing-ma$ing rangkap 2 (dua), 

d) Buku lnventaris Kecamatan, yakni : 
- Buku lnventaris Barang Milik Kota sebanyak 3 rangkap. 
- Buku lnventaris Barang Milik Provinsi yang dikuasai 

secara fisik oleh Pemerintah Kota Semarang 
sebanyak 3 rangkap . 

.. Buku lnventaris Barang Milik Negara yang dikuasai 
secara fisik oleh Pemerintah Kata Semarang 
sebanyak 3 rangkap (kalau ada). 
Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan 
bararignya, kalau ada di Kecamatan tersebut, begltu Juga 
untuk KIB dan KIR. 

\ ,· 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang · 
menurut ruangan mesinq-rnaslnq. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di Sekolah yang 
bersangkutan dalam rangkap 5 (lima), lernbar ke·5 pada 
Sekolahan/UPB yang bersangkutan sebagai arslp Sedanqkan 
lembar ke 1 sfd 4 dikirirnkan/disampalkan ke kuasa pengguna. 

d) Buku lnventarls Sekolah Negeri, yakni : 
- Buku lnventaris Barang Milik Kota sebanyak 5 rangkap. 
- Buku lnventaris Barang Milik Provinsi yang dikuasai 

secara fisik oleh Pemerintah Kota Semarang 
sebanyak 5 ranqkap, 

- Buku Invenlarie barang Mlllk negara y ~ n g di k u a sa I 
secar a Ii s ik o le h Pemerlntah Kohi Semarang 
sebanyak 5 rangkHp (kalau eda), 
maslng .. rniilsing dicatat eecara terpisah aesuai pemilikan 
barangnya, kalau aca di Sekolahan tersebut, begitu juga 
untuk KIB dan KIR. 

4) Kuasa pengguna atau Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
Setiap kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis daerah rnsngisi : 
a) Kartu lnventaris Barang (KIB) . 

- KIB A : Tanah 
- KIB 8 : Mesin dari Peralatan 
- KIB C: Gedung dan Bangunan 
- KIDD : Jalan, lrigasi dan Jaringan 
- KIB E : Aset Tetap Lainnya 
- KIB F: Konstruksi dalam Pengerjaan 

sesuai dengan petunjuk pengisian KIB sesuai dengan 
kepemillkannya yaitu : 

- KIB Barang Milik Kota, 
- KIB Barang Milik Provinsi yang dikuasai secara fisik 

oleh Pemerintah Kata Semarang. 
- KIB Barang Milik/Kekayaan Negara·. yang dikuasai 

secara fisik oleh Pemerintah Kata Semarang. 
Masing-masing rangkap 2 (dua), 



5) Pengguna barang (SKPD). Setiap SKPD mengisi : 
a) Kartu tnventaris Barang (KIB). 

- KIB A: Tanah 
- KIB B : Mesin dan Peralatan 
- KIB C : Gedung dan Bangunan 
- KIB D: Jalan, lrigasi dan Jarlngan 
- KIB E : Aset Tetap Lainnya 
- KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan 

sesuai dengan petunjuk pengisian KIB sesuai dengan 
kepemllikannya yaitu : 

• KIB Barang Milik Kota, 
- l<IB Barang Milik Provinsi yang dikuasai secara fisik 

oleh Pemerintah Kota Semarang. 
- KIB Barang Milik/Kekayaan Negara yang dikuasai 

secara fisik oleh Pemerintah Kota Semarang. 
Maslng-maslng rangkap z (dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang 
menurut ruangan masinq-rnasinq. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di SKPD yang 
bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi, kemudian 
menggabungkan dengan Buku lnventaris dari semua kuasa 
pengguna/UPDT menjadi buku lnventaris SKPD. Dari Buku 
lnventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya. 
Lembar ke 4 disimpan di SKPD sebagai arsip, sedangkan 
lembar ke 1 s/d 3 dikirimkan/dlsampaikan ke pengelola. 

d) Buku lnventaris SKPD, yakni: 
- Buku lnventaris Barang Milik Kota sebanyak 3 rangkap_ 
- Buku lnventaris Barang Milik Provinsi yang dikuasai 

secara fisik oleh Pemerintah Kota Semarang 
sebanyak 3 rangkap. 

- auxu tnventans Barang Mllil< Negara yang dikuasai 
secara fisik oleh Pemerintah Kata Semarang 
sebanyak 3 rangkap (kalau ada). 

Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan 
barangnya, kalau ada di SKPD tersebut, begitu juga untuk 
KIB dan KIR. 

6) Kuasa pengguna pada Sekretariat Daerah Kata 
Kuasa pengguna pada Sekretariat Daerah Kota (Bagian) mengisi 
ajKartu Inventaris Bamng (KIB): 

- KIB A : Tanah 
- KIB B : Masin dan Peralatan '° t ., 
- K18 C : Gedung dan Bangunan e- l 
- KIB D: Jalan, lrigasi dan Jaringan 
- KIB E : Aset Tetap Lainnya 1 
- KIB F: Konstruksf dalam Pengerjaan \ 

\ 

b) Kartu lnventaris Ruangan {KIR) berdasarkan letak barang 
menurut ruangan maslna-rnaslnq. 

c) Buku lnventaris baranq yang berada di kuasa pengguna atau 
unit oelaksana tekhnis yang bersangkutan dalam rangkap 4 
dan setelah diisi, kemudi~n menggabungkan dengan Buku 
lnvcntaris dari sernua Satua,, Ksrjanys monjQdi 8uku 
lnventaris kuasa pengguna (UPTD). Dari Buku lnventaris 
dimaksud harus dlbuatkan Rekapitulisasi. 
Lembar k1~ 4 diairnpan di kuasa pengguna/UPTD sebagai 
arslp, sedangkan lembar ke 1 s/d 3 dikirim/disampaikan ke 
SKPD yang bersanakutan. 

d) Buku lnventaris kuasa pengguna/UPTD, yaknl : 
- Buku lnventaris Barang Milik Kota sebanyak 4 rangkap. 
.. Buku lnventaris Barang Milik Provinsi sebanyak 4 rangkap, 
- Buku lnventarls Sarang Mlllk/Kekayaan Negara sebanyak 

4 rangka (kalau ada). 
Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan 
barangnya, kalau ada di kuasa pengguna/UPTD tersebut. 
begitu juga KIB dan KIR. 



sesuai dengan petunjuk pengisian KIB sesuai dengan 
kepemilikannya yaitu : 

- KIB Barang Milik Kotal 
- KIB Barang Milik Provinsi yang dikuasai secara fisik 

oleh Pemerintah Kota Semarang. 
- KIB Barang Milik/Kekayaan Negara yang d iku as ai 

secara fisik oleh Pemerintah Kata Semarang. 
Masing-masing rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnvsntaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang 
menurut ruangan masing-masing. 

c) Buku lnvenlaris barang yang berada di kuasa penggun~ yakni 
Bagian Setda Kota dalarn rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi, 
kemudian digabungkan oleh Bagian Perlengkapan, Lernbar ke 3 
(tiga) disimpan pada Bagian sebagai arsip (Buku lnventaris Unit 
Setda), sedangkan lembar ke 1 dan 2 dikirimkan/disampaikan ke 
Pengelola/pembantu Penqelola. 

d) Buku lnventaris Baqian pada Setda Kota yakni: 
~ Buku lnventaris Barang Milik Kota ssbanyak 3 rangkap 
-r- Buku lnventaris Barang Milik Provinsi yang dikuasai 

secara fisik oleh Pemerintah Kota Semarang 
sebanyak 3 rangkap. 

- Buku lnventaris Barang milik/Kekayaan Negara yang 
dikuasai secara fisik oleh Pemerintah Kota 
Semarang sebanyak 3 rangkap (kalau ada). 

rnasing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan 
barangnya. 

7) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu 
Pengelola Barang mengisi: 
a) Kartu lnventaris Barang (KIB) atas Barang Milik Daerah yang 

dimanfaatkan oleh Pihak lain di luar entitas Pemerintah Kata 
Semarang, 
- KIB A: Tanah 
- KIB B : Mesln dan Peralatan 
~ KIB C : Gedung dan Bangunan 
- KIDD: Jalan, lrigasi dan Jaringan 
- KIB E : Aset Tetap Lamnya 
- KIB F: Konsttuksi dalam Pengerjaan 

sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing dalam 
rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnventaris Ru~ingan (KIR) berdasarkan letak barang 
menurut ruangan rnasing-masing. 

c) Buku lnventarls baranq yang dlmanfaatkan oleh Pihak lain di 
luar enlitas Pernerintah Kota Semarang dalam ranqkap 3 (tiga). 

8). Kata, 
a) Menerima Buku lnventarls darl semua SKPD alam rangkap 

2 (dua). Buku-buku lnventaris tersebut dikompilasi pembantu 
pengelola sebagui pusat lnventarisasi, maka diperoleh : 

- BuKu lnduk lnventaris Barang Daerah Kota sebanyak 2 
rangkap ke 1 (satu) asli dlsimpan di Kota ks 2 (dua) 
dikirim/disampaikan ke Provinsi, 

- Buku lnventaris Barang Provinsi yang dikuasai seara fisik 
oleh Pemerintah Kota Semarang, sebanyak 2 rangkap, ke 
1 (satu) asll disampaikan ke Provinsi ke 2 (dua) 
disimpan di Kata 

- Buku lnventaris Barang milik Negara yang dlkuasai seara 
fisik oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 2 (dua) 
rangkap. Ke 1 (satu) asli disampaikan ke masing-masing 
Departemen, ke 2 (dua) disimpan di Kota. 



Buku lnduk lnventaris Barang Kota dibuat daftar 
Rekapltulasi lnduk untuk menggambarkan jumlah barang 
Kota tersebut, Sedangkan Buku lnventaris Barang-barang 
Provinsi, Barang Milik Negara dibuatkan pula Daftar 
Rekapitulasinya maslnq-masfnq rangkap 2 (dua), untuk 
memudahkan Provins! untuk mengumpulkan/mengkompllasl 
daftar rekapitutasi tersebut di Provins! untuk ctsampalkan 
masing-masir,g : 

a. Menteri Dalam Negeri; dan 
b. Arsip. 

b, Ta hap Pelaksanaan. 
(a) Penyampaian form/soft copy dan bahan sampai unit kerja 

terendah; 
(b) Melaksanakan sensus barang oaerah di SKPD maslnq-masinq 

dengan cara : 
- Meneliti KIB yang telah diterima untuk disesuaikan dengan 

kondisi barang yang ada di SKPD 
- Melengkapi data KIB sesuai dengan kondlsl barang yang ada di 

SKPD 
- Menandai label barang yang sudah ada dan telah diverifikasi 

dengan Stempel Sensus 2013. 
- MembuaUmenyempurnakan KIR sesuai dengan lokasi barang 

pada masing-masing unit pada SKPD 
(c) Penyelasaian hasil sensus barang milik daerah dengan 

menyampaikan buku inventeris oleh unit kerja terendah kepada 
atasan; 

(d) Pembuatan Daftar Rel<apitulasi oleh unit/Satuan Kerja; 
(e) Mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang dalam SKPD/ 

wilayah masing-masing: 
(f) Membuat Buk.u lnduk lnventaris Kata; 
(g) Melaporkan hasll sensus barang Kot.a kepada Departemsn Dalam 

Negerl. 

\ \. 

\ ' 

c. Pencocokan Data 
Pencocokan data pencatatan dengan fisik barang mllik daerah dilakukan 
dengan mekanisme sebagai berikut : 
1) Mencocokkan/memperbaiki Kode Lokasi dan Kode Barang sesual 

dengan Tabel Kode Lokasi dan Kode Barang. 
Kode lokasi yang tertera dalam KIB dan Buku lnventarls sebalknya 
otcocokan terlebih dahulu dangan Pedoman Penomoran Kade l.okasl 
sesuai dengan Lampiran II Peraturan ini dan Kade Barang Mllik Daerah 
(Sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 030/341 Tahun 2009). 

2) Seluruh ruang diberikan nomor kode ruangan secara berurutan, sebagai 
contoh : 
R 01 :::: Ruang Kepala SKPD; 
R 02 = Ruang Sekretaris Sadan; 
R OJ~ Ruang sut>ag Keuanqan, dst. 

2) Mencocokan, meneliti dan mengoreksl serta melengkapi data barang 
milik daerah yang tercantum dalam KIB/Buku lnventaris/KIR {data lama) 
sesuai dengan kenyataan fisik barang yang sebenarnya. 

3) Apabila barang yang tercatat dalam Kartu lnventaris Barang, Buku 
lnventaris atau Kartu lnventans Ruangan sesuai dengan fisik barangnya 
beri tanda contreng (...J) pada nomor urut dalam KIB tersebut. 
Petugas sensus diharapkan memperhatikan adanya beberapa data 
yang perlu dilengkapi dalam KIB sebagaimana data yang dibutuhkan 
dalam Form KIB A. 8, C. D, E dan F, karena kelengkapan data akan 
mempengaruhi kelancaran proses input hasil sensus dengan 
menggunakan program aplikasi EXCEL. 

4) Apabila terdapat barang milik daerah yang belum tercatat dalam KIB 
yang berasal dari pengadaan baru, mutasi dari SKPD lain, dan hibah, 
bantuan atau sumbangan pihak lain, maka barang tersebut dicatat ke 
dalam Kelompok KIB masing-masing dalam format tersendiri dengan 
kode CTABA (Catatan Tidak Ada, Barang Ada) . ~ 



e. Evaluasi 
1) Tim Pelaksana Sensus Ba rang Dae rah Kota Semarang melakukan 

evaluasi/verifikasi terhadap Form KIB A, 8, C, D, E dan F, CABTA. 
CTABA, beserta lampirannya yang diterima dari tim petugas pelaksana 
sensus Sl<PD/ Sub Unit. 

2) Hasil evaluasil verifikasi kemudian dikoordinasikan kembali dengan 
SKPD yang bersangkutan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian 
dan penyempurnaan oleh SKPD. 

3) Masing~masing SKPD kemudian memasukkan Data KIB tersebut ke 
dalam Buku lnventaris SKPD yang merupakan Hasil Sensus Barang 
Milik Daerah masing-rnasing SKPD dan dibuat Rekapitulasinya per 
Golongan Barang (Golongan 01 s/d 06) dan Bidang Barang (bidang 01 
s/d 20), selanjutnya dikirim kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan 
Aset Daerah Kata Semarang. 

d. Pengisian Data 
1) Hasil sensus barang dituangkan dalam Form KIB A, B) C, D, E dan F, 

CABT A, CTABA dalam aplikasi excel. 
2) Mengisi Blangko KIR sesuai/berdasarkan letak barang menurut ruangan 

masing-masing. 
3) Form KIB A, 8, C, D. E dan F serta, CABTA, CTABA, Laporan Barang 

Yang Akan Dihapuskan yang telah diisi harus ditandatanganl oleh 
pengurus barang, petugas sensus dan plmclnan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di buat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua). 
Lembar pertama (asli) dikirimkan ke DPKAD sedangkan lembar kedua 
sebagai arsip pengurus barang. Lembar pertama Form KIB A, 8, C, D, 
E, F, CABTA, CTABAj can Laporan Barang Yang Akan Dihapuskan 
disampaikan kepada DPKAD Kota Semarang beserta soft copy dalam 
aplikasi excel. 

4) Setiap Satuan Kerja Perangket Daerah dan Sub Unit/Satuan Kerja 
terendah harus melaksanakan pengisian KIB dan KIR yang merupakan 
SUMBER DATA POKOK pendukung data inventaris yang akan dicatat 
dalam Buku lnventaris Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 
akan dihimpun menjadi Buku lnduk lnventaris Barang Milik/Dikuasai 
Pemerintah Kota Semarang. 
Form KIB A, B. C. D, E dan F serta CABTA, CTABA beserta 
lampirannya yang telah divalidasi/ diverifikasi oleh Tim Pelaksana 
Sensus Kota akan diserahkan kembali ke pengurus barang di masing 
ma~ing SKPD sebagai bahsn untuk diinput ke dalarn program aplikasi 
excel dan Simbada 

5) Pengisian Kl B dan Kl R serta Kode Lokasi dan Kode Ba rang secara 
otomatis dapat dicetak apabila proses input data hasil sensus dengan 
menggunakan program aplikasi excel telah dilaksanakan. 

5) Apabila barang-barang tersebut sudah dimutasikan ke SKPD lain, 
dihapus, atau tidak ada secara fisik maka Kartu lnventaris Barang, Buku 
lnventaris dan Kartu lnventerts Ruangan dikoreksi/dikurangi dengan 
cara mencoret dengan tlnta warna rnerah dan diparaf eleh pengurus 
barang yang bersan!~kutan. Dalam hal lnl pengurus barang hsrus 
mencatat sesuai kelcmcok KIB masing-masing dalam format tersendiri 
dengan kode CABT:i\ (Catatan Ada, Barang Tidak Ada) yang 
selanjutnya dimasukkan ke dalam Danar usutan Barang Yang Akan 
Olhapus. 
Pengurus barang wajib melampirkan salinan/copy Surat Keputusan 
Walikota tentang Penghapusan Baranq Milik Daerah yang terkait 
dengan SKPD yang bersangkutan saat menyerahkan hasil sensus 
barang kepada Tim Penilai Sensus Barang Kota dalam rangka 
verifikaai/validaai. 

r 
) 



f. Pengolahan Data Has ii Sens us 
1) Form KIB A, B, C, D, E dan F, CABTA. CTABA beserta lampirannya 

yang telah divalidasi/ diverifikasi oleh Tim Sensus Kota selanjutnya 
diinput ke dalam program excel oleh pengurus barang di masinq 
masing SKPD. 

2) Hasil input dicocokkan oleh tim oelaksena sensus SKPD yang 
bersangkutan dengan Form KIB A, B, C, 0, E: oan F, CA8TA, CTABA. 

3) KIB A. B, C, 0, E dan F, CABTA, CTABA Buku lnventarls. ~ekap 
Barang per Unit Organisasi dicetak berdasarkan inputan hasil 
inventarisasi dengan menggunakan program exceel EXCEL, 
selanjutnya diserahkan beserta file database ke DPKAD. 

4) DPKAD mengkompilasi KIB A, B, c, D, F dan F1 CABTA, CTABA, Buku 
lnventaris, Rekap Barang per SKPD untuk mendaoatkan nilai aset 
Pemerintah Kota Semarang secara keseluruhan per 31 Desember 2012 
dan penambahan aset pada tahun 2013. 

\ \ 

' I 

g. Mekanisme Pelaksanaan Pengumpulan Data Sensus Barang Daerah 
1) Pendataan barang milik daerah yang berada di llngkup Kelurahan 

dilakukan olel1 para petugas pelaksana sensus Kantor Kecamatan 
bersama petugas Kelurahan. Hasil sensus barang dacrah dan dicatat 
dalam Form KIB A, 13, C, D, E, F, CABTA, CTABA, berserta lampiran 
yang diperlukan. 
Form KIB A, B, C, D, E, F, CABTA, CTABA, yang telah diisi harus 
ditandatangani Lurah, pengurus barang dan petugas pelaksana sensus. 
Form KIB A. B, C, D, E, F, CABTA. CTABA, yang telah diisi berserta 
lampirannya dlbuat ssbanyak 2 rangkap, lembar ke-2 1.1ntuk arsip 
kelurahan yang bersangkutan, lembar ke-t untuk dikirim ke Kecamatan, 
Pengurus Barang kecamatan menglnput data hasil sensus barang di 
lingkup kelurahan yang tertuana dalam Form KIF.I A. B. C, D, E, F, 
CABT A, CT ASA setelah data hasil sens us tersebut diverifikasi/ 
divalidasi oleh Tim Pelaksana Sensus Barang Kota. 
Buku lnventaris Kelurahan dan rekapitulasinya dicetak sebanyak 4 
rangkap dengan menggunakan program apllkasi EXCEL, sedangkan 
t.embar ke-4 Buku lnventarls KEilurahan diserahkan kepada Kelurahan 
sebagai arslp, lembar ke .. 1 s/d 3 sebagai arsip Kecamatan. 
Buku mventaris Kecamata.n dan rekapitulasinya dicetak 3 rangkap. 
lembar ke-3 untuk arsip Kecamatan sedangkan lernbar pertama dan 
kedua dikirimkan ke DPKAD bersama file database hasil sensus 
barang. 

2) Untuk mendata baranq rnilik daerah yang berada di lingkup Sekolah 
Dasar, para petugas pelaksana sensus dan pengurus barang UPT 
Dlsdlk Kecamatan bersama petugas Sekotah Dasar melaksanakan 
sensus barang milik daeral1 dan mencatat hasll sensus dalarn Form KIB 
A, B, C, D, E, F, CABTA, CTABA berserta lampiran yang diperlukan. 
Haail sensus barana yarlg tertuang dalam For'm Kl8 A, B, C, D, E, F, 
CABTA, CTABA harus dttandatanqanl Kepala Sekolah/Kepala UPT 
Disdik Kecamatan, petug:;1s pelaksana sensus dan pengurus barang. 
Form K!B A, B, C, D, E, t=, CABTA, CTABA yang telah dllsl nerserta 
lampirannya dibuat sebanyak 2 rangkap, lembar ke-2 untuk arsip 
Sekolah Dasar yang bersangkutan, lembar ke-1 untuk arsip UPT Disdik 
Kecamatan. 
Parigurus Barang UPT Dlsdik Kecamaten menginput data hasil sensus 
baranq di lingkup Sekolah Dasar yang tertuang dalarn Form KIB A, B, 
C, D, E, F, CABTA, CTABA dengan menggunakan program aplikasi 
EXCEL, setelah data tersebut diverifikasi/divalidasi oleh Tim Pelaksana 
Sensus Barang Kota. 
Buku lnventaris Sekolah Dasar dicetak sebanyak 5 rangkap dengan 
mengg1.makan program aplikasi excel. Buku lnventaris lembar ke~5 
untuk arsip Sekolah Oasar, Buku Inventaris lombar ka-1 sampai ke-4 
untuk UPT Disdik Kecamatan, 



9) Tim Pelaksana Sensus Barang Daerah Kota Semarang menyampaikan 
laporan Hasil Sensus Bsrang Milik Daerah Kota Semarang Tahun 2013 
kepada Walikota Semar.ang. . . 

10) ~allk~ta_!5~m~rang men~~~,~~ik!~\~a.~~!~~-H~si~~~~~-u~-~~a~,?-~~lt 

3) Mekanisme pengumpulan data hasll sensus barang milik daerah di 
tingkat Sub-sub Unit Otganisasi sepertl Puskesmas Pembantu (Pustu), 
yaitu : sensus barang milik daerah yang telah dilaksanakan olen para 
petugas pelaksana sensus dan pengurus barang Puskesmas bersama 
petugas Pustu dicatat dalam Form KIB A, B, C, D, E, F, CABTA. 
CTABA dan ditandatangani Kepala Sub-sub Unit Orgnisasi/Unit 
Pengelola Barang Pustu, petugas cetaksana sensus dan pengurua 
barang. Form KIS A. 8, C, D, E, F, CABTA. CTABA yang talah dltsl 
berserta lampirannya dibuat sebanyak 2 rangkap, lembar ke-2 untuk 
arslp Pustu yang bersangkutan, ismear ke-1 untuk Puskesmas. 
Form KIB A, 8, C, D, E, F, CABTA, CTABA yang telah 011$1 narus 
diverifikasi/divelidasi terlebih dahulu oleh Tim Pelaksana Sensus 
Barang Kota sebe!um diinput oleh Pengurus Barang Dinas 
Kesehatan/Puskesmas dengan rnenggunakan program aplikasi excel. 
Buku lnventaris Pustu dlcetak sebanyak 5 rangkap dengan 
menggunakan program aplikasi excel. Buku lnventaris Pustu lembar ke· 
5 untuk arslp Pustu, Buku lnventarls temoar ks-1 sampai keH4 untul< 
arsip Dinas Kesehatan can Puskemss. 

4) Mekanlsme sensus barang daerah pada kuasa pengguna/UPTD adalah 
sebagai berikut data hasil sensus barang daerah pada Kuasa 
Pengguna/UPTD dituangkan dalarn Form KIB A, 8, C, D, E, dan F, 
CAST A. CT ASA dan dibuat rangkap 2. Lem bar ke-2 untuk arsip Kuasa 
Pengguna, lembar ke-1 dlserahkan ke Dinas yang bersangkutan. 
Sebelum diinput oleh pengurus barang, data tersebut harus telah 
diverifikasi/divalidasi oleh Tim Pelaksana Sensus Kota. Pengurus 
barang wajib membuat 8uku lnventaris Kuasa Penggun.a/UPTD dan 
rekapltulaslnya rangkap 4 dan menggabungkannya dengan Buku 
lnventaris Sub-sub Unitnya menjadi Buku lnventaris Gabungan Kuasa 
Pengguna/UPTD. 
Pembuatan Buku lnventaris dan Buku lnventaris Gabungan 
menggunakan program aplikasi EXCEL. Buku lnventaris Gabungan 
Lembar ke-4 untuk arsip Kuasa Pengguna/UPTD, tembar ke-t sarnpai 
ke-3 untuk Dinas yarig bersanqkutan 

5) SKPD membuat Buku lnventaris 0&1b1.mgan dan Rekopituh,1sinya 
sebanyak rangkap 3 yang meruoakan gabungan BUku lnventaris dari 
semua Kuasa pengguna/UPTD/Sub Unit/Sub-sub unit dengan 
menggunakan program aplikasi EXCEL. Lembar ke-3 untuk arsip/Buku 
lnvents.ris Gabungan SKPD yang bersangkutan, sedangkan lembar ke- 
1 dan lembar ke-2 dikirimkan ke DPKAD bersama file database hasil 
sensus barang. 

6) Kepala SKPO selaku Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 
Barang wajib menandatanqani surat pernyataan bahwa seluruh barang 
millk daerah yang dikuasai dan digunakan SKPD yang bersangkutan 
telah dicatat dalam sensus. 

7) Buku lnventaris masing-masing SKPD/Sub Unit /Satuan Kerja terendah 
terdiri dari Buku lnventaris Elarang Mlllk Daerah Kota, Buku lnventaris 
Barang Milik Daerah Provinsi, Buku lnventaris Barang Milik/Kekayaan 
Negara. 

0) Dengan rnenygunakan program aplikas1 excel, DPKAD mengt1impun 
dan mengkompilasl hasil sensus barang yang tertuang dalam Form KIB 
A, B, C, D, Edan F serta CABTA, CTABA dari masing .. masing SKPD 
menjadi Buku lnventaris Gabungan dan Rekapitulasi Hasil Sensus 
Barang per Bidang dan Unit Organisasi untuk menggambarken Jumlah 
Barang lnventaris Pemerintah Kota Semarang. 
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C. Kodefikasi Barang 
Kodefikasi adatan pemberian penqkodean barang pada setiap barang irwentaris 
milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dsn kode b.arang. 
Tuluan pemberian kodeflkasl adalah untuk mengamankan dan membenkan 
keJelasan status kepemlllkan dan status penggunaan barang pada masing .. maslng 
pengguna. 

9) Tim Pelaksana sensus Barang Daerah Kata Semarang menyampaikan 
laporan Hasil Sensus Barang Milik Daerah Kota Semarang Tahun 2013 
kepeida Walikota Sernar.ang. 

1 O) Walikota Semarang menyampaikan Laporan 1-b)sil Sensus Barang Milik 
Daerah Kota SamQrR.ng Tahon 2013 kecada Gltbarnw• Jawa Tengah, 
eetaku Pembina Pen9elolaan Barang Daer~h. 
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[ KELURAHAN 

---------·,· 

SUB - SUB UNIT 

SUB UNIT/ UPTD 

UNIT/ SKPD 

KOTA 
(WA.: JKOTA) 

PROVlNSl 

(GUBERNlffi) 

DEP. DALAM NEGERI 
I 
I 

• ! 

..-----------·······~-···,-·'·• 

Ill. JALUR LAPORAN HASIL SENSUS BARANG DAERAH 

. ,. 



BUKU TNVENTARIS i----""' 

HASIL SENSUS BAR.ANG DAERAH TAHUN 2013 - 
B 
u B 
K u B u K u B u K u I 
N u K 

T v N 
u 

T E v N N E I v T N 
N 

E 
A T 

v 
N F. R A T N 1 R A T s I R A S I R 

UPTD s I 
s 

Milik Pcmcrintuhan Provi n.'-;i 

I Milik Departemen Dalam Negeri 
I Milik Departemen I Lembaga Lain 

I Milik Kota 

Bentuk Bendel/Buku Laporan Dari Satuan Kerja Perangkat 
Oaerah Kota yang mempunyai UP,0/Sub Unit. 

CONTOH 

' . 
.. t \ 
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B 
U D 
K U 
lJ K 

u 
l 
N I 
V N 
E V 
N E 
T N 
A T 
R A 
I R 
S I 

s 

j Hunpwian dari UPT Disdik 
-------~"."""'~- 

Himpunan dari Sub- Sub Unit ( SD·SD) 

BUKU KE. . 

DINAS PENDIDIKAN 

BUKU INVENT.ARIS 
HASIL SENS US BAR.ANG DAERAH TAHUN 2013 

Bentuk Buku I Sendel Laporan darl SKPD 

(Dinas Kot•) 
CONTOH 

• • 
'• 
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H 
U B 
K U 
U K 

u 
I 
N I 
V N 
E V 
N B 
T N 
A T 
R A 
I R 
s l 

s 

~i~punan dari Kecamatan se-Kota Semarang 
I Himpunan dari Dinas, Badan, Kantor, nsun 

BUKUKE . 

PElvffiRINTAH KOTA SEMARANG 

RTJKU INOUK INVFNTARIS 

TAHUN 2013 

Bentuk Bende, I Buku lnduk lnventaris Kota CONT OH 
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HENDRAR PRIHADI )' t: 

1 Pit. WALIKOT A SEMARANG, 
\ WAKIL WALIKOTA 

Penyajian Buku Pedoman Petaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kota 

Semarang dlmaksuekan dapat menjadi pedoman oleh seturuh Satuan Kerj3 Pemngkat 
Daerah dalam rangka metaksanakan kegiatan Sensus Barang Daerah Tahun 2013. 

Apabila dalam Buku Petur'ljuk Teknis ini maslh terdapat masatah-rnaealah yang eelurn 

tertampung dapat dtsetsaalkan dengan cara melakukan penyesuQian di lapang.an atau 
berkccrdinasi dengan mstansl terkait. 

Seluruh Saluan Kerja Peranqkat Daerah Pemerintah Kota Semarang wajib 

mendukung dan melaksanakan Sensus Barang Daerah Tahun 2013 dengan .penuh rasa 

tanggung jawab. 

IV. PENUTUP 
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HENDRAR PRIHADI 

Pit. WAUKOTA SEMARANG, 
WAKIL WALIKOT A 

Penyajian Buku Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kota 
Sematang d1maksudkan dapat menJad1 psdoman oleh ssluruh S:.atuan Ka~a P@rangkat 

Daerah dalam rangka melaksanaken keglatan Senaus Barang Daerah Tahun 2013. 

/\pt,bik't dalarn Buku Petunjuk T aknie ini masih terdapat mssalah-ma&..alah yang belum 

tartampung dapat disetesaikan d~ngan eara metal<Uf<an penyasuaian di lapangan Edem 

berkoordinasi denqan 1nstansi terkait. 

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang wajib 

mendukung dan mslaks.anakan Sensus 9arang Daerah T ahun 2013 dengan penuh rasa 

tanggung jawab. 

IV. PENUTUP 
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